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Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

ABSTRAK: • Undang-Undangn dilaksanakan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, 

negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan 

secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang 

menjamin pelindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat 

peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan 

dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga 

yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan;  

• Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung 

perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan 

perundang-undangan yang baik sehingga perlu diganti. 

• Materi muatan baru dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4389), yaitu: penambahan Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan 

hierarkinya ditempatkan setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; perluasan cakupan perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang 

tidak hanya untuk Prolegnas dan Prolegda melainkan juga perencanaan Peraturan 

Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Perundang- undangan lainnya; 

pengaturan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; pengaturan Naskah Akademik 

sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang atau 

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota; pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang- 

undangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-



undangan; dan penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik dalam Lampiran I 

Undang-Undang ini. Sistematisasi materi pokok dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah: asas pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan; jenis, hierarki, dan materi muatan Peraturan 

Perundang-undangan; perencanaan Peraturan Perundang-undangan; penyusunan 

Peraturan Perundang-undangan; teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan; 

pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang; pembahasan dan 

penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota; pengundangan Peraturan Perundang-undangan; penyebarluasan; 

partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan 

ketentuan lain-lain yang memuat mengenai pembentukan Keputusan Presiden dan 

lembaga negara serta pemerintah lainnya. 

CATATAN: • Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2011. 

• Pada Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdapat kekurangan dan belum dapat 

menampung perkembangan masyarakat mengenai aturan pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan yang baik, sehingga perlu diganti dan dinyatakan tidak berlaku. 

• Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas di lingkungan 

Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden. 

Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dilakukan dalam suatu program 

penyusunan Peraturan Pemerintah. Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Ketentuan 

lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah diatur 

dengan Peraturan Presiden. Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan 

Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 berlaku 

secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Presiden. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan 

DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan DPRD 

Provinsi. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi di 

lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur 

dengan Peraturan Gubernur. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan 

Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan DPR. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan 



Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 

Presiden. Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang diatur dengan Peraturan Presiden. Ketentuan lebih lanjut 

mengenai tata cara pembentukan panitia antarkementerian dan/atau 

antarnonkementerian, pengharmonisasian, penyusunan, dan penyampaian Rancangan 

Peraturan Pemerintah diatur dengan Peraturan Presiden. Ketentuan lebih lanjut 

mengenai tata cara pembentukan panitia antarkementerian dan/atau 

antarnonkementerian, pengharmonisasian, penyusunan, dan penyampaian Rancangan 

Peraturan Presiden diatur dalam Peraturan Presiden. Ketentuan lebih lanjut mengenai 

tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur 

diatur dengan Peraturan Presiden. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi s diatur dalam Peraturan DPRD 

Provinsi. Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan 

Perundang-undangan diatur dengan Peraturan Presiden. Ketentuan lebih lanjut 

mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Undang-Undang diatur dengan 

Peraturan DPR. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Rancangan 

Peraturan Daerah Provinsi diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi. Ketentuan lebih 

lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Provinsi 

diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi. Ketentuan mengenai pembahasan Rancangan 

Peraturan Daerah Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah 

Provinsi sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah Provinsi dalam Lembaran 

Daerah. Ketentuan mengenai penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi berlaku 

secara mutatis mutandis terhadap penetapan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

• Lampiran File: 201 hlm (batang tubuh hlm 1 s.d 51, penjelasan hlm 52 s.d 76 dan lampiran 

77 s.d 201). 

 


